BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 E-Government

E-Government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi
komunikasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transparansi dan akun
tabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik (Falih
Suaedi, Bintoro Wardianto 2010).

2.1.1 Jenis-Jenis Pelayanan Pada E-Government

Dalam konsep E-Government dikenal empat jenis klasifikasi, hal ini seperti yang
di kemukakan (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010) yaitu ;

1. Government to Citizens (Pemerintah ke Masyarakat)
Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai aplikasi teknologi
informasi untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Contoh
: E-KTP

2. Government to Business (Pemerintah ke Pelaku Usaha)
Contohnya pada proses perizinan pendirian usaha dan investasi, pengadaan
lelang oleh pemerintah, dan kegiatan lain yang membutuhkan informasi secara
online bagi pelaku usaha.

3. Government to Government (Pemerintah ke Pemerintah)
Memperlancar kerjasama antar negara dengan dimudahkannya komunikasi,
seperti kepentingan diplomasi, atau berbagai informasi yang dianggap penting
oleh negara yang satu dan lainnya.

4. Government to Employees (Pemerintah ke Aparatnya) keadaan internal juga
menjadi tempat diterapkannya E-Government dalam upaya kemudahan

informasi atau akses berbagai tugas/hasil kerja dan lainnya.



2.2 Model e-Government

Terdapat empat model tahapan pengembangan e-Government. Model ini terbagi
atas dimensi kompleksitas teknologi dan organisasi dengan tingkat integrasi data

dan informasi. Adapun tahapan pengembangan tersebut adalah:

1. Catalouging, memiliki karakteristik berfokus kepada bagaimana pemerintah
memberikan informasi dan mempresentasikannya ke dalam website. Biasanya,
pemerintah akan memberikan informasi yang terbaru (up to date) kepada
masyarakat. Jika perlu, pemerintah akan memberikan file yang dapat diunduh

dan digunakan oleh masyarakat.

2. Transaction, memiliki karakteristik bahwa pemerintah terhubung langsung
dengan sistem internal pemerintah melalui antar muka dan memberikan jalan
bagi masyarakat untuk melakukan pengurusan administrasi kepada pemerintah
secara elektronik

2.3 Manfaat E-Government

Negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Government yang tepat
akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat disuatu
Negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Ada beberapa manfaat
yang dapat diperoleh dengan diterapkannya konsep e- Government bagi suatu

Negara, antara lain :

a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya
(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja

efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.

b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.



c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi
yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan

aktivitas sehari-hari.

d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-
sumberpendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang

kepentingan.
2.4 Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia

Sesuai Peraturan Pemerintahan No.72 Tahun 2005 yang mengatur sistem
pemerintahan desa , disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang sebagai pengatur dan mengurus
semua kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Republik Indonesia.
Desa merupakan bagian dari wilayah administratif yang berada di bawah
kecamatan. Akan tetapi desa bukan bawahan dari kecamatan, karena kecamatan
adalah bagian dari perangkat daerah kota/kabupaten dan desa merupakan bagian
perangkat dari daerah. Beda dengan kelurahan, desa mempunyai hak untuk
mengatur wilayahnya secara luas. Namun dalam perkembangannya, status sebuah

desa dapat berubah menjadi kelurahan.

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah disetujui berdasarkan
hak asal-usul desa.

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kota/kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa, yaitu
pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan kualitas
pelayanan masyarakat.

3. Membantu tugas dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
kota/kabupaten,

4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.



2.5 Struktur Pemerintahan Desa.

Desa memiliki pemerintahan sendiri yang bertugas mengelola desa. Pemerintahan
desa terdiri dari pemerintah desa (meliputi Kepala desa dan Perangkat desa) dan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

A. Kepala Desa

Kepala desa adalah sebutan dari pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa adalah
pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Kepala desa memiliki masa
jabatan selama 6 tahun, dan bisa diperpanjang lagi untuk 3 kali masa jabatan
untuk berikutnya secara berturut-turut maupun tidak. Kepala desa memiliki
wewenang untuk menetapkan peraturan desa yang sudah mendapatkan
persetujuan oleh BPD. Kepala desa yang dipilih secara langsung melalui
pemilihan kepala desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat
untuk menjadi calon kepala desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.72
Tahun 2005 sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia,

2. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa,

3. Memegang teguh serta mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945
serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik
Indonesia,

Berpendidikan paling rendah tamat SLTP sederajat,

Berusia minimal 25 tahun,

Penduduk desa setempat,

Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa,

Tidak pernah dihukum pidana,

Tidak dicabut hak pilihnya,
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10. Belum pernah menjabat menjadi kepada desa paling lama 10 tahun/2 kali
masa jabatan,

11. Memenuhi syarat yang diatur Perda kota/kabupaten.



B. Perangkat Desa

Perangkat desa memiliki tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas
dan kewewenangannya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat
desa lainnya. Salah satu perangkat desa yaitu sekretaris desa, yang diduduki oleh
pegawai negeri sipil. Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah
kota/kabupaten atas nama Walikota/Bupati. Perangkat desa lainnya diangkat oleh
kepala desa dari penduduk desa, yang sudah ditetapkan dengan keputsan kepala
desa. Perangkat desa juga memiliki tugas untuk mengayomi kepentingan

masyarakat desa.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawarata Desa adalah lembaga penyelenggaraan pemerintahan desa
dengan perwujudan demokrasi. Anggota dari BPD adalah wakil dari penduduk
desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan

dengan cara yang sah, yaitu musyawarah dan mufakat.

Anggota BPD terdiri dari ketua Ruku Warga (RW), tokoh, pemuka agama,
golongan yang memiliki profesi, atau pemuka masyarakat lainnya. Anggota BPD
memiliki masa jabatan selama 6 tahun dan dapat diangkat kembali selama 1 kali

masa jabatan selanjutnya.

Pimpinan dan anggota BPD tidak boleh diduduki oleh kepala desa dan perangkat
desa lainnya. BPD memiliki fungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama

kepala desa, menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
C. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai
menggunakan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang ada

hubungannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Sumber pendapatan desa terdiri dari:



1. Pemdapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil dari kekayaan
desa (tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan
partisipasi masyarakat dan hasil gotong royong.

2. Bagi hasil dari pajak daerah kota/kabupaten.

3. Bagian dari dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kota/kabupaten dalam menjalan urusan pemerintahan.

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan.

6. Pinjaman desa.

APB desa terdiri dari bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.
Rancangan APB desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan
desa. Kepala desa dan BPD akan menetapkan APB desa setiap tahun dengan

peraturan desa.
D. Lembaga Kemasyarakatan

Di desa terdapat lembaga kemasyarakatan, yaitu lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam
memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan akan ditetapkan dengan
peraturan desa.

Lembaga kemasyarakan memiliki fungsi yang salah satunya sebagai
penampungan dan penyaluran aspirasi dari masyarakat dalam pembangunan.
Hubungan pemerintahan desa dengan Lembaga kemasyarakatan bersifat

kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
Adminitrasi Pemerintahan Desa ;
Adminitrasi Umum

. Adminitrasi Penduduk

1.

2

3. Adminitrasi Keuangan

4. Adminitrasi Pembangunan
5

. Adminitrasi yang meliputi kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dan
Buku 6.



6. Adminitrasi Permusyawaratan Desa
2.6 Standard Operasional Prosedur (SOP)

Berdassarkan  keputasan  mentri  pendayagunaan  aparatur negara
No.25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, terdapat 14 indikator

kriteria pengukuran kinerja organisasi sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang
memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung
jawabnya).

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, vyaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai
ketentuan yang berlaku.

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung
jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang
dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada
masyarakat.

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam
waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak
membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta
saling menghargai dan menghormati.

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap

besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.



11.

12.

13.

14.

Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan
dengan biaya yang telah ditetapkan.

Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang
bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada
penerima pelayanan.

Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-
resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Indikator-indikator tersebut diatas dapat digunakan untuk menilai kinerja
instansi pemerintah baik secara internal maupun eksternal. Dilihat dari
fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang
teratur, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan; menggambarkan
bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan
peraturan yang berlaku; menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan
berlangsung; menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik; dan
menetapkan hubungan timbal balik antar satuan kerja.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, diterbitkan SOP di lingkungan
Pemerintahan Desa Bangun Rejo yang mengatur tentang tata kerja aparatur
pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kinerja pelayanan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.7 Pelayanan

Pelayanan (service) bisa dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua

komponen utama, yakni service operations yang kerap kali tidak tampak atau

tidak diketahui keberadaannya oleh pelanggan (back office atau backstage) dan

service delivery yang biasanya tampak (visible) atau diketahui pelanggan (sering

disebut pula front office atau frontstage). (Fandy Tjiptono : 2012).



2.8 Administrasi

Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan
informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa pada buku Administrasi
Desa. Administrasi Desa ditetapkan dengan keputusan Menteri dalam Negeri akan
tetapi teknis pelaksanaan dan pembinaan operasionalnya ditetapkan dengan
keputusan Bupati. Berdasar kepada diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa, juga Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan dengan
Peraturan Kementerian Dalam Negeri 32 Tahun 2006. Untuk meningkatkan
manajemen Pemerintahan Desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih
effektif dan effisien, penataan administrasi merupakan pencatatan data dan
informasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu
dilakukan langkah penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi. Ada

beberapa pengertian lai terkait Administrasi yakni ;

1. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai
kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum di Desa.

2. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi

mengenai penduduk pada Buku Administrasi Penduduk di Desa.

3. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi
mengenai pengelolaan Keuangan Desa pada Buku Adminitrasi Keuangan di

Desa.

4. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi
pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku

Administrasi Pembangunan di Desa.



2.9 Praktek Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik

Pengertian maladministrasi sebagai lack of care, judgment or honesty in the
management of something, atau dapat diartikan sebagai kekurang kepedulian atau
ketida Kkjujuran seseorang dalam mengelola sesuatu data (Hadjon M.
Philips:2012).

2.10 Sistem

Sistem adalah suatu rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih
komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama
lain untuk mencapai tujuan dimana sistem biasa nya terbagi dalam sub
system yang lebih kecil yang mendukung system yang lebih besar.
(Romney dan Steinbart: 2015).

Sistem merupakan seperangkat elemen yang saling bergantung yang
bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Dimana sistem harus memiliki
organisasi, hubungan timbal balik, integrasi dan tujuan pokok. (Gelinas dan
Dull : 2012)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan
seperangkat elemen yang saling berhubungan yang bersama-sama
mencapai suatu tujuan tertentu dalam proses yang teratur yang dapat
mendukung sistem yang lebih besar dan saling memiliki ketergantungan

untuk mencapai tujuan tertentu.
2.11 Informasi

Informasi merupakan data yang disajikan dalam suatu bentuk yang
berguna terhadap aktifitas pengambilan keputusan. (Gelinas dan Dull :
2012)

Informasi adalah data yang telah dikelola dan di proses untuk memberikan
arti dan memeperbaiki proses pengambilan keputusan. (Romney dan Stein
bart : 2015).



2.12 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi
operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu
organisasi untuk menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan. (Tata Sutabri : 2012).
2.13 Metode Pengembangan Sistem

Pegembangan sistem merupakan Proses pengembangan mengubah suatu sistem
perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang
digunakan dalam mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya.
(Rosa A.S M. Shalahudin: 2014)

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metodeologi analisis dan desain sistem
terstruktur SSAD (Structured Systems Analysis and Design) untuk digunakan
pada pengembangan sistem. Metodelogi ini dapat digunakan pada tahap analisis
dan tahap desain dan metodelogi ini menggunakan pendekatan pengembangan
sistem terstrukur yang dilengkapi dengan alat-alat (tools) dan teknik-teknik
(techniques) yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir
dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang strukturnya
didefinisikan dengan baik dan jelas.

Metodelogi ini secara umum didasarkan pada pemecahan dari sistem ke dalam
modul-modul berdasarkan dari tipe elemen data dan tingkah laku logika modul
tersebut di dalam sistem. Dengan metodelogi ini, sistem digambarkan secara
logika dari arus data dan hubungan antar fungsinya di dalam modul-modul sistem.

Adapun tahapan siklus hidup pengembangan sistem (Structured Systems Analysis
and Design) yang digunakan pada metode analisis dan desain sistem terstruktur
terdiri dari kebijakan dan perencanaan sistem, analisis sistem, desain sistem,

implementasi sistem dan perawatan sistem

Tahapan siklus hidup pengembangan sistem dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai
berikut :



}

Kebijakan dan perencanaan sistem > Awal proyek sistem
Analisis sistem —

:

Desain (perancangan) sistem secara umum

v

Desain (perancangan) sistem terinci —»Pengembangan sistem

}

Seleksi sistem

v

Implementasi (penerapan) sistem L

v

Gambar 2.1 Siklus Hidup Pengembangan Sistem

Langkah-langkah utama dalam siklus hidup pengembangan sistem adalah sebagai
berikut :

a. Kebijakan dan Perencanaan Sistem (System Policy and Planning)
Sebelum suatu sistem informasi dikembangkan, umumnya terlebih dahulu
dimulai dengan adanya suatu kebijakan dan perencanaan untuk
mengembangkan sistem itu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik,
pengembangan sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang
diharapkan. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen
puncak (top management), maka pengembangan sistem tidak akan mendapat

dukungan dari manajemen puncak. Padahal dukungan dari manajemen



puncak sangat penting artinya. Kebijakan sistem (systems policy) merupakan
landasan dan dukungan dari manajemen puncak untuk membuat perencanaan
sistem. Perencanaan sistem (systems planning) merupakan pendoman untuk
melakukan pengembangan sistem. Kebijakan untuk mengembangkan sistem
informasi  dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen
menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada tidak dapat
diraih oleh sistem yang lama atau sistem yang lama mempunyai banyak
kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki (misalnya untuk meningkatkan
efektifitas manajemen, meningkatkan produktivitas atau meningkatkan
pelayanan yang lebih baik kepada karyawan).

. Analisis Sistem (System Analysis)

Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian
komponenya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi
permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan
yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat
diusulkan perbaikan-perbaikannya. .

Desain Sistem secara Umum (General System Design)

Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran
secara umum kepada user tentang sistem yang baru.

Desain Sistem Terinci (Detailed System Design)

Dengan memahami sistem yang ada dan persyaratan-persyaratan sistem baru,
selanjutnya adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem
baru. Jika sistem itu berbasis komputer, rancangan harus menyertakan
spesifikasi jenis peralataan yang akan digunakan.

Seleksi Sistem (System Selection)

Hasil dari desain sistem adalah sistem diatas kertas. Hasil desain sistem ini
belum dapat diimplementasikan. Untuk dapat diimplementasikan, maka
komponen-komponen sistem secara fisik perlu dimiliki. Tahap seleksi sistem
merupakan tahap untuk memilih perangkat keras dan perangkat lunak untuk

sistem informasi.



f. Implementasi Sistem (System Implementation)
Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakan sistem supaya siap
untuk dioperasikan. Tahap ini termasuk juga kegiatan menulis kode program

jika tidak digunakan paket perangkat lunak aplikasi.

2.14 Alat dan Teknik Pengembangan Sistem

Alat yang digunakan dalam proses pengembangan sistem yaitu bagan alir
dokumen (document flowchart), bagan alir program (program flowchart) dan

DFD (data flow diagram) berikut penjelasanya.

2.14.1 Flowchart
flowchart merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang
menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah
yang disimbolkan dalam bentuk kotak, beserta urutannya dengan menghubungkan
masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. (Rosa A.S M.
Shalahudin:2014)

Tabel 2.1 Simbol Flowchart.

Simbol Keterangan

Input / Output Simbol input/output digunakan untuk mewakili
data input/output

Proses Simbol proses (processing symbol) atau simbol
pengolah yang digunakan suatu proses.

Garis alir Simbol garis alir (flow lines symbol), digunakan

—

T _ untuk menunjukkan arus dari proses
y




Simbol  penghubung (connector symbol),

Penghubung digunakan untuk menunjukkan sambungan

Q G dari bagan alir yang terputus dihalaman yang
sama / dihalaman yang lain.

Keputusan Simbol keputusan (decision symbol), digunakan

<>

untuk suatu penyelesaian kondisi didalam

program.

Proses Terdefinisi

Simbol proses terdefinisi digunakan untuk
menunjukkan suatu operasi yang rinciannya

ditunjukkan ketempat lain.

Terminal

D

Simbol terminal digunakan untuk menunjukkan

awal dan akhir dari suatu program.

Dokumen

|

Menunjukkan dokumen yang digunakan untuk
input dan output baik secara manual maupun

komputerisasi.

Proses manual

_/

Menunjukkan pekerjaan yang dilakukan secara

manual.

Proses komputerisasi

Menunjukkan proses dari operasi program

komputer.
Simpanan
v Menunjukkan arsip.
Terminator

-

Digunakan untuk memberikan awal dan akhir

suatu proses.




Garis alir Digunakan untuk menunjukkan arus dari

l proses.

Decision Digunakan untuk suatu penyeleksian kondisi di
<> dalam program.
Keyboard Menunjukkan  input yang menggunakan
[:l keyboard.

Hard disk Media penyimpanan, menggunakan perangkat

8 hard disk.
Keterangan

Digunakan untuk memberikan keterangan yang

/I: lainnya.

Simbol yang digunakan untuk menunjukkan

Penghubung sambungan dari bagan alir yang terputus

dihalaman yang sama maupun dihalaman
yang lain.

2.14.2 DFD (Data Flow Diagram)

Data Flow Diagram (DFD) merupakan alat unuk membuat diagram yang
serbaguna. (Yakub : 2012)

Adapun simbol — simbol yang digunakan untuk menggambarkan Data Flow

Diagram (DFD) adalah sebagai berikut



Tabel 2.2 Simbol DFD (Data Flow Diagram).

Simbol Keterangan

(external entitity)

Merupakan sumber atau tujuan dari aliran

data dari atau ke sistem

Arus data (data flow) Menggambarkan arus data

>

—— |1

Proses (process) Merupakan kegiatan atau kerja yang

dilakukan oleh orang, mesin atau komputer
dari hasil suatu arus data yang masuk ke

Simpanan data (data store) | Merupakan komponen yang berfungsi untuk

menyimpan data atau file.

2.14.3 ER-D (Entity Relationnal Diagram)

ER-D (Entity Relationnal Diagram) merupakan suatu model data yang
dikembangkan berdasarkan objek. ER-D digunakan untuk menjelaskan hubungan
atara data dalam basis data yang di mulai dengan mengidentifikasikan data-dataa
terpenting yang dapat disebut dengan entitas dan hbungan antara entitas-entitas
tersebut yang digambarkan dalam suatu model.

Simbol yang digunakan alam ER-D ((Entity Relationnal Diagram) adalah sebagai
berikut:



Tabel 2.3 Simbol ER-D (Entity Relationnal Diagram)

Simbol Keterangan
Entity
Menyatakan tabel, file atau entitas.
Atributte
Q Menyatakan atribut atau field.
Relationship
Menyatakan relasi antar entitas.
Penghubung Sebagai penghubung antara entitas dengan
atribut dan antara entitas dengan relasi.
1-ke-1 Menunjukan hubungan antara satu entitas
< > dengan entitas lain yang mempunyai hubungan
dari satu ke satu
J . Menunjukan hubungan antara satu entitas
1-ke-n dengan entitas lain yang mempunyai hubungan
dari satu ke ke banyak
———— > Menunjukan hubungan antara satu entitas
n-ke-n

dengan entitas lain yang mempunyai hubungan

dari banyak ke ke banyak




2.15 Internet

Internet adalah komunikasi jaringan komunikasi global yang menghubungkan
seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin.
(Ahmadi dan Hermawan: 2013)

2.16 World Wide Web

World wide web (www) atau web, terdiri dari kumpulan dokumen elektronik
diseluruh dunia. Setiap dokumen elektronik di web disebut webpage yang

dapat berisi teks, grafik, animasi, audio dan video.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa www
atau World Wide Web adalah suatu sistem yang menggunakan jaringan internet
yang menyediakan informasi yang dapat di akses oleh pengguna dimanapun dan

kapanpun di seluruh dunia. (Shelly dan Velmaart : 2011)

2.17 PHP

PHP atau yang memiliki kepanjangan PHP Hypertext Preprocessor
rmerupakan suatu bahasa pemrograman yang difungsikan untuk membangun
suatu website dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML, maksudnya
adalah beda kondisi. HTML digunakan sebagai pembangun atau pondasi dari
kerangka layout web, sedangkan PHP difungsikan sebagai prosesnya
sehingga dengan adanya PHP tersebut, web akan sangat mudah di-

maintenance. (Agus Saputra: 2011).

2.18 MySql

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan banyak
digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai
sumber dan pengolahan datanya. (Arief M Rudianto : 2011).



219 HTML

HTML adalah suatu bahasa yang dikenali oleh web browser untuk menampilkan
informasi dengan lebih menarik dibandingkan dengan tulisan teks biasa (plain
text). Web browser adalah program komputer yang digunakan untuk membaca
HTML, kemudian menerjemahkan dan menampilkan hasilnya secara visual ke

layar komputer. ( Diar Puji Oktavian : 2010).






